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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KOTA CIMAHI 

NOMOR : 10 TAHUN 2025 

TENTANG  

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan 

PEKPPP Mandiri Instansional Komisi Pemilihan 

Umum, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Cimahi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi 

tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 

dengan ... 
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dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6832);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99); 

 

 

 7. Peraturan ... 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

215, Tambahan Lembaran Negara Republk 

Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

615); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 

Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

CIMAHI. 

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana 

terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

 

KEDUA ... 
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KEDUA 

 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Cimahi 
Pada tanggal 17 September 2025 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 
 

Ttd. 

  
ANZHAR ISHAL AFRYAND 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kota Cimahi 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum 

 
 
 

Wina Winiarti 
NIP. 198308242009122002 
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 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cimahi  

 Nomor : 10 Tahun 2025 

 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cimahi 

 Tanggal : 17 September 2025 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KPU KOTA CIMAHI

CIMAHI

2025
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PENGESAHAN

1. Standar operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian

sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilalarkan review atau evaluasi

secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat

dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan;

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyrsunan Peraturan KPU,

maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;

7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani;

Disahkan di Cimahi

PadaTanggal 1 Januari 2025

SEKRETAzuS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

rQ
l&J

M. SIADARI
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KOMISIPEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Nomor SOP : 1l Talvn 2ozE
Tanggal Pengesahan I J arar;ar i 2.o 25
Disahkan oleh SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

YASI M. SIADARI
00902100s1

Nama SOP PEMBUATAN SOP KPU KOTA CIMAHI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 1. Memahami proses Penerbitan SOP KPU'

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Memahamialur Pendokumentasian SOP KPUi;

2. Memahamialur Pengunggahan Produk Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lenlang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; P E RA LATA N/ P E R LE N G KAPAN

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan
lnformasi Hukum Nasional;

1. Buku Agenda;

2. Perangkat Komputer, Printer, Scanner;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 0B Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum; 3. Mesin Fotocopy;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Flashdisk, dan Map Odner;

5. StempelSalinan;

6. Cap Dinas.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsidan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

P E RALATAN/PERLE NGKAPAN

Disimpan dalam Naskah Asli (hardcopy) dan Naskah
Asli Elektronik (softcopy).

2. Memahami Sistem InformasiWebsite JDIH.
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KPU KOTA CIMAHI

2025

CIMAHI
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Disahkan di Cimahi

Pada tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU 

Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi

secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
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SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

NIP. 197904272009021005

Nama SOP : PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KPU KOTA

CIMAHI

1. 1. Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan

Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

2. 2. Mengerti dan memahami proses administrasi surat menyurat;

3. 3. Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa 

berkas/dokumen;

4. 4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer.

5.

1. Dokumen pendukung PAW;

2. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner

3. Jaringan Internet

4. Kertas

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Nomor SOP : 1 TAHUN 2025

Tanggal Pengesahan : 1 Januari 2025

Disahkan Oleh :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi;  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik dan teliti, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam proses 

Penggantian Antar Waktu DPRD Kota Cimahi dan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan 

atau upaya hukum kepada KPU Kota Cimahi

Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan

dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah elektronik

(softcopy ).

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



SUB BAGIAN UMUM
STAF SUBBAG TP DAN 

HUKUM
KASUBBAG TP DAN HUKUM SEKRETARIS KOMISIONER KELENGKAPAN WAKTU

SATUAN 

WAKTU
OUTPUT KETERANGAN

1. Hardcopy  Dokumen Surat 10 menit

2. Hardcopy dan Softcopy  Dokumen Surat 10 menit

3. Hardcopy Dokumen Surat 1 Jam Disposisi Surat Masuk Dipastikan Ketua KPU Kota Cimahi 

menerima dan/atau mengetahui Surat 

Masuk tersebut

4. Hardcopy  Dokumen Surat 2 Jam

5. SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon 

Terpilih, Dokumen Pendukung PAW

1 Hari Berkas pemeriksaan

6. SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon 

Terpilih, Dokumen Pendukung PAW

1 Hari

7. SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon 

Terpilih, Dokumen Pendukung PAW

5 Hari 

Kerja

Sejak surat diterima

8. Bila ada

9. SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon 

Terpilih, Dokumen Pendukung PAW

2 Jam Berita Acara Verifikasi Dokumen PAW dan 

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen 

PAW

10. 1 Hari Surat Jawaban KPU dan Berita Acara 

Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW

11. 1 Hari

12.

13. 1 Hari Surat Jawaban KPU dan Berita Acara 

Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW

14. 1. Naskah Asli Dokumen Hukum,

2. Naskah Digital Salinan dan Abstrak 

Dokumen Hukum

Surat Jawaban KPU dan Berita Acara 

Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW

PELAKSANA MUTU BAKU

Penyampaian Surat Jawaban kepada Ketua DPRD

NO KEGIATAN / AKTIVITAS

Pengarsipan Dokumen PAW

Penyampaian Surat Ketua DPRD Kota Cimahi perihal Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi kepada Ketua KPU

Kota Cimahi

Penerimaan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kota Cimahi perihal

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Cimahi

Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hukum menyiapkan Berkas dan

Dokumen Pendukung Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Kota Cimahi

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum memastikan kebutuhan

dan kesesuaian Berkas dan Dokuemn Pendukung Penggantian

Antarwaktu DPRD Kota Cimahi

Pemeriksaan dan Penelitian Berkas dan Dokumen Pendukung

Penggantian Atar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi

Disposisi Surat Ketua DPRD Kota Cimahi untuk ditindaklanjuti

Subbag Teknis Pemilu dan Hukum

Pencatatan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kota Cimahi perihal

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Cimahi keadalam

arsip Surat Masuk

Subbag Teknis Pemilu dan Hukum menyiapkan Dokumen Hasil

Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi

Klarifikasi terhadap informasi tertulis dari masyarakat

Rapat Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan

Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum menyiapkan Dokument 

Hasil Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan 

Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Cimahi

Sekretaris memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, 

melakukan koreksi atau menyetujui dan meneruskan kepada 

Komisioner

Ya

Tidak

Ya

Tidak
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

TENTANG

PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

2025

CIMAHI

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

Disahkan di Cimahi

Pada tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU 

Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi

secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan 

KPU, maka Standar Operasional Prosedur in dinyatakan tidak berlaku;

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

NIP. 197904272009021005

Nama SOP : PEMBUATAN KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI

1. 1. Memahami Proses Pembuatan Keputusan KPU

2. 2. Memahami alur Pendokumentasian Keputusan KPU

3. 3. Memahami alur pengunggahan produk hukum

4. 4. Memahami Sistem Informasi Website  JDIH

5.

6.

7.

1. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner

2. Mesin fotokopi

3. Flashdisk dan Map Odner

4. Kertas dan Cap Dinas

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Nomor SOP : 3 TAHUN 2025

Tanggal Pengesahan : 1 Januari 2025

Disahkan Oleh :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen 

dan Informasi Hukum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum KPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasti dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum PRovinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota;

Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan

dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah elektronik

(softcopy ).

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



PIHAK LAIN
STAF SUBBAG TP 

DAN HUKUM

KASUBBAG TP DAN 

HUKUM

DIVISI HUKUM DAN 

PENGAWASAN

KETUA/ 

SEKRETARIS
KELENGKAPAN WAKTU

SATUAN 

WAKTU
OUTPUT KETERANGAN

1. Nota Dinas 5 menit Disposisi

2. a. Menerima Nota Dinas permohonan pembuatan Keputusan 2 Jam

b. Mempelajari, melengkapi bahan, dan mengagendakan rapat

dengan pelaksana

3. Draf Keputusan persiapan rapat 1 Jam Tersedianya draf keputusan, 

agenda rapat

4. a. Memperbaiki draf Keputusan dan menyerahkan kepada

Subbag Hukum 

Draf Keputusan diperiksa kembali 2 Jam Draf Keputusan telah disetujui 

oleh Divisi Hukum

b. Mempelajari, dan bila sudah disetujui, menyerahkan

kepada Divisi Hukum untuk disetujui

5. Keputusan diberi Nomor dan 

diminta Tandatangan

1 Jam Keputusan sudah bernomor, telah 

ditandatangani

6. Salinan Keputusan dan 

Permohonan Unggah di website 

JDIH

1 Jam Persetujuan Salinan Keputusan 

diunggah

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN / AKTIVITAS

Pelaksana membuat konsep keputusan, setelah siap diserahkan 

ke Kasubag untuk dipelajari Kasubbag Teknis Pemilu dan

Hukum

Menyampaikan Nota Dinas permohonan unutk pembuatan

Produk Hukum KPU Kota Cimahi dari pihak lain (subbag yang

ada di lingkungan KPU Kota Cimahi)

Keputusan sudah siap, sudah mendapatkan persetujuan dari

Divisi Hukum. Keputusan yang sudah bernomor dimintakan

tanda tangan Ketua/Sekretaris

Keputusan yang sudah ditandatangani dibuatkan Salinan

Keputusan, untuk kemudian dimintakan persetujuan untuk

mengunggah di website  JDIH

Melengkapi bahan, persiapan 

rapat

Tersedianya rapat, paham 

keputusan apa yang dibutuhkan

Tanpa Revisi

Revisi
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TANGGAL 1 JANUARI 2025

TENTANG

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

2025

CIMAHI
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Disahkan di Cimahi

Pada tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai

dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU

Kota Cimahi dalam Pengunggahan Produk Hukum Dalam Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi.

Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi

secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



SEKRETARIS,

CHARLYASI M. SIADARI

NIP. 197904272009021005

Nama SOP : Pengunggahan Produk Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi

1. 1. Memahami jenis Dokumen Hukum yang wajib diunggah

dalam JDIH;

2. 2. Memahami standar metadata Dokumen Hukum yang

diunggah dalam JDIH;

3.

4.

5.

1. 1. Laptop/Perangkat Komputer;

2. 2. Wifi/Jaringan Internet.

3. Printer dan Scnanner.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Nomor SOP : 2 TAHUN 2025

Tanggal Pengesahan : 1 Januari 2025

Disahkan Oleh :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Memahami proses unggah Dokumen Hukum pada laman

JDIH.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komiri Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum.

Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan

dalam bentuk naskah asli (hardcopy ) dan naskah elektronik

(softcopy ).

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pembentukan Keputusan di Lingkungan KPU Kota Cimahi

SOP Penyusunan Salinan Keputusan di Lingkungan KPU Kota Cimahi

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



KEPALA SUBBAGIAN 

PENGUSUL

KOORDINATOR 

TIM TEKNIS JDIH

PELAKSANA REDAKSI

TIM TEKNIS JDIH
KELENGKAPAN WAKTU

SATUAN 

WAKTU
OUTPUT

1. Naskah Asli Dokumen Hukum 10 menit Nota Dinas

2. 1. Nota Dinas,

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

10 menit 1. Nota Dinas,

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

3. 30 menit

a. Keputusan Ketua/Sekretaris KPU Kota Cimahi yang bersifat

kebijakan dan mengikat secara umum

b. bukan penetapan tentang pembentukan kelompok kerja,

kepanitiaan, atau tim

c. dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non

peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan

dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut

3. 10 menit Disposisi atau Nota Dinas

a. "YA", mendisposisikan pembuatan salinan dan abstrak

produk hukum

b. "TIDAK". mengembalikan usulan pengunggahan produk

hukum

4. 1. Disposisi

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

120 menit 1. Konsep Salinan Dokumen Hukum,

2. Konsep Abstrak Dokumen Hukum

5. 1. Konsep Salinan Dokumen Hukum

2. Konsep Abstrak Dokumen Hukum

15 menit 1. Salinan Dokumen Hukum sesuai

2. Abstrak Dokumen Hukum sesuai

6. Salinan Dokumen Hukum sesuai 5 menit Salinan Dokumen Hukum yang sudah 

ditandatangani

7. 1. Salinan Dokumen Hukum 

2. Abstrak Dokumen Hukum

10 menit Disposisi

8. Salinan Dokumen Hukum 5 menit Salinan Dokumen Hukum

9. 1. Salinan Dokumen Hukum

2. Abstrak Dokumen Hukum

10 menit Hasil Pindai Salinan dan Abstrak Dokumen 

Hukum

10. Hasil Pindai Salinan dan Abstrak 

Dokumen Hukum

10 menit Hasil Unggah Produk Hukum

11. 1. Naskah Asli Dokumen Hukum,

2. Naskah Digital Salinan dan Abstrak 

Dokumen Hukum

10 menit 1. Arsip Dokumen Hukum,

2. Arsip Digital Salinan Dokumen Hukum

1. Nota Dinas,

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

1. Nota Dinas,

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

PELAKSANA MUTU BAKU

1. Nota Dinas,

2. Naskah Asli Dokumen Hukum

NO KEGIATAN / AKTIVITAS

menyimpan naskah asli (hardcopy ) pada tempat arsip dokumen

hukum dan salinan dokumen hukum (softcopy ) pada tempat

penyimpanan virtual (cloud drive)

mengkaji jenis produk hukum yang diusulkan untuk diunggah

pada laman JDIH meliputi dokumen hukum berupa:

menyusun Nota Dinas permohonan pengunggahan produk

hukum pada laman JDIH KPU Kota Cimahi

menyusun konsep salinan dan abstrak dokumen hukum yang

diperlukan

memeriksa kesesuaian antara salinan dokumen hukum dengan

naskah aslinya, serta kesesuaian isi abstrak dokumen hukum

membubuhkan tanda tangan otentikasi pada naskah salinan

dokumen hukum

memberikan persetujuan usulan pengunggahan produk

hukum:

menyampaikan permohonan pengunggahan produk hukum

pada laman JDIH KPU Kota Cimahi

mengunggah produk hukum pada laman JDIH yang terdiri dari

naskah salinan dan abstrak dokumen hukum

melakukan pemindaian/scan salinan dan abstrak dokumen

hukum

memberikan arahan pengunggahan produk pada laman JDIH

yang terdiri dari naskah salinan dan abstrak dokumen hukum

membubuhkan stempel/cap pada otentikasi naskah salinan

dokumen hukum

Tidak Sesuai
Sesuai

Tidak

Ya
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PENGESAHAN

1. Standar operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian

sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi

secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat

dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani;

Disahkan di Cimahi

Pada Tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

CIMAHI
\-A'

o
Fi
F >

\

IM. SIADARI

I

\
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Nomor SOP 48 Tahun 2025

Tanggal Pengesahan : 1 Januari 2025

Disahkan oleh SEKRETARIS
KOMISI ILIHAN UMUM

CIMAHI

s 1
M. SIADARI

1 42720090 21005

Nama SOP MEKANISIUE PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

1. Mampu mengidentifikasi dan analisa terkait pelaksanaan
kegiatan;

2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

2. Mamahami aturan yang berlaku;

3. Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik dalam
mengolah data;3. Peraturan N/enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu;

5. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan
kinerja;4.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala
Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2025-2029;

P E RALATAN/PE RLE N G KAPAN

1. Lembar Kerja/Rencana Aksi Kinerja;

2. Perangkat Komputer, Printel Scanner;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umuffi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. lKU, SAKIP, RKA, Renstra, Lakip ;

4. Flashdisk, External Hardisk, dan Map Odner

P E RA LATAN/P E RLE N G KAPA N

Disimpan dalam Naskah Asli (hardcopy) dan Naskah Asli
Elektronik (so ftcopy) .6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor: U

PR.03-1-KptlO3lKPUlU2OlB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum.
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FLOWCHART MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
KPU KOTA CIMAHI

NO

1

AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN
Kasubbag

Perencanaan Dan
Data lnformasi

Penyusun Bahan
Evaluasi, Rencana

Program, Dan
Laporan

Kasubbag Keuangan
Umum Dan Logistik,

Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum,
Kasubbag Hubungan
Masyarakat Dan SDM

Sekretaris KPU Kota
Cimahi

Kelengkapan Waktu (Menitl Output

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Memerintahkan staf untuk menyampaikan format
permintaan data dan informasi kinerja kep ada setiap
Kasubbag di Sekretariat KPU Kota Cimahi ffi --I Dokumen 30 Dokumen

Format Data

2
Menyampaikan format permintaan data
informa si kinerja kepada setiap Kasu bbag
Sekretariat KPU Kota Cimahi

dan
di

I

SrW -I Dokumen 30 Dokumen
Format Data

3
Menyampaikan format permintaan data dan
informasi kinerja masing-masing kepada Sekretaris
KPU Kota Cimahi

.tm- *+W
I

$

Dokumen 30 Dokumen
Format Data

4

Menghimpun data dan informasi kinerja dari
Sekretaris KPU Kota cimahi dan menyampaikannya
kepada setiap Kasu bbag di Sekretariat Kpu Kota
Cimahi

-ffi| - _

ffiffiffiiffi*il \ Dokumen 480
Dokumen
LHP, LHE,

TLHP

5
Menghimpun data dan informasi kinerja dari setiap
Kasubbag di sekretariat KPU Kota cimahi yang telah
terkumpul

$
Dokumen 480

Rekap
Dokumen
LHP, LHE,

TLHP

6
Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi
kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja -J Dokumen 480

Rekap Hasil
Capaian

Pengumpulan
Data Kinerja

r- -J
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